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TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS =~
MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

BERUPA POHON PELINDUNG DI SEPANJANG JALAN BY PASS

WALIKOTA PADANG,

bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa pohon pelindung
di sepanjang jelan by pass vang terkena pelebaran jalan jalur 2 (dua), harus
dibongkar;

bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik
Pemerintah Kota Padang, pohon pelindung di sepanjang jalan by pass yang
dibongkar akibat pelebaran jalan jalur 2 (dua), dapat dihapuskan dari daftar
inventaris kekayaan milik Pemerintah Kota Padang;

pahwa Derdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pade huruf a dan
nuruf b di atas, perlu menetapkan Keputusen Waliketa tentang Penghapusan
Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang berupa Pchon Pelindung di
sepanjang jalan by pass.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dasrah Otonom

Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Mecara Tahun 1956 MNomor 20);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Deerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara
Nomoer 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubgh, terakhir uengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keugngan
antara Pemerinlah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tehun 2011 Nomor B2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubzhan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Padang (Lembaran Negara Tahun 1580
Nomaer 25, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3164); |

Peraturan Pemerinteh Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Necara/Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor /8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 43855);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Instruksl Presiden Nomor S Tahun 1970 tentang Penjualen dan atau
Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1871 tentang
Pedoman  Pelaksanaan Tertib  Inventarisasi Barang-barang  Milik
Negara/Kekayaan Negara;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dzerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerzh Kota Padang
Tahun 2012 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menghapus dari daftar inventaris barang-barang inventaris milik Pemerintah
Kota Padang berupa Pochon Pelindung di sepanjang jalan by pass sebanyak

582 batang senilai Rp. 87.300.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu
Rupiah).

Terhadap material/barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat
dilakukan penjuzlan/pelelangan oleh SKPD terkait sebagai Pengguna/Kuasa
Pengguna Barang sesuai Ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padan%
pada tanggal 21 l

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SkPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang

4. Arsip



